
Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menirabang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016, telah
ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata
Keija Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan
kelembagaan di lingkungan instansi pemerintah, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

Untuk

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT.

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
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disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nias Barat.

7. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Nias Barat.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Nias Barat.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan

selanjutnya disingkat Sekretariat
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nias Barat.

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.

12. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Nias Barat.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias

Barat.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias

Barat.
15. Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat dalam

lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana

teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Rakyat Daerah
DPRD adalah

BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekeijaan Umum dan Tata Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
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17. Dinas Ketenagakeijaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

19. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Kecamatan.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta
pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah.

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintahan

Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Pemeritah Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi Pemerintahan Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

membawahkan:
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

(a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
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(b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
(c) Subbagian Keijasama dan Otonomi Daerah;

2. Bagian Hukum, terdiri dari;
(a) Subbagian Perundang-Undangan;
(b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
(c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
(a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
(b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
(c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

Perekonomian dan Pembangunanc. Asisten
membawahkan :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

terdiri dari;
(a) Subbagian Pembinaan dan BUMD dan BLUD;
(b) Subbagian Perekonomian; dan
(c) Subbagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari;
(a) Subbagian Penyusunan Program;
(b) Subbagian Pengendalian Program; dan
(c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
(a) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
(b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik;
(c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum;

1. Bagian Umum, terdiri dari:
(a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan

Kepegawaian;
(b) Subbagian Keuangan; dan
(c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2. Bagian Organisasi, terdiri dari;
(a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
(b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana;

dan
(c) Subbagian Kineija dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri
dari;
(a) Subbagian Protokol;
(b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
(c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris

Daerah dan kelompok jabatan fungsional;
(3) Asisten Sekretaris Daerah mengkoordinasikan tugas-

tugas Bagian dan Bagian membawahi Subbagian.

Pasal 5

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Sekretariat Daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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(2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris
DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional berada di bavvah dan bertanggung
jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan
dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

mempunyaiDPRD tugas

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1), terdiri dari:
a. Sekretariat DPRD;
b. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
c. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan;
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok
Jabatan Fungsional, Bagian membawahi beberapa
Subbagian di Sekretariat DPRD;
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(3) Bagian Sekretariat DPRD membawahi Subbagian ,
terdiri dari :
a. Bagian Administrasi Kesekretariatan, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

b. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan,
terdiri dari:
1. Subbagian Kajian Hukum dan Perundang-

Undangan; dan
2. Subbagian Persidangan dan Risalah.

c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
terdiri dari:

1. Subbagian Penganggaran; dan
2. Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 8

a. Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh
Inspektur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara
teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.

Pasal 10

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 11

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan;
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b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dankegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

d. penyusunan Iaporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari:
a. Inspektur Daerah;
b.Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Uraum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Inspektur Daerah membawahi Sekretariat, Inspektur
Pembantu dan Kelompok jabatan fungsional.

(3) Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional
Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD.

Pasal 13

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana
tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
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Pasal 15

Dinas Pendidikan mcmpunyai tugas mcmbantu Bupati dalam
melaksanakan urusan Pcmcrintahan Daerah di bidang
pendidikan, meliputi: pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal, pembinaan sckolah dasar,
pcmbinaan sekolah menengah pertama, pembinaan
ketenagaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tURas
pembantuan.

Pasal 16

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 mcnyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan

tugas pcmcrintahan knbupntcn di bidang pendidikan;
b. penyclenggaraan urusan pelayanan umum pemerintahan

kabupaten bidang pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan

kabupaten di bidang pendidikan;
d . pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
c. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas

Pendidikan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sckretariat, terdiri dari ;

1 . Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Kcuangan; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri
dari:
1. Seksi Kurikulum Pendidikan PAUD dan

Pendidikan Non Formal; dan
2. Seksi Pescrta Didik, Pembangunan Karakter PAUD

dan Pendidikan Non Formal.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
dan

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Pendidikan Dasar.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD

dan Pendidikan Non Formal; dan
2. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Dasar.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
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1 . Seksi Pcndidik dan Tenaga Kcpcndidikan PAUD
dan Pcndidikan Non Formal; dan

2. Seksi Pcndidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar.

g. Unit Pclaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Unit Pclaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai kebutuhan
dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(3) Unit Pclaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan
nonformal.

Pasal 18

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang kesehatan, meliputi: kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan serta sumber daya kesehatan berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di

bidang kesehatan;
b. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum pemerintah kabupaten serta
pemberian izin tertentu di bidang kesehatan;
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c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan , pengawasan ,
pengendalian pembangunan kesehatan serta evaluasi
dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
e. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas

Kesehatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat; dan
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri
dari:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan

Tradisional; dan
2, Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:

1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT; dan
2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD).
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dibentuk sesuai
kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bagian Kcsatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan
unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin olch Kcpala
Dinas yang bcrkcdudukan di bawah dan bcrtanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pekeijaan umum dan
penataan ruang serta pertanahan, meliputi: pengelolaan
sumber daya air, bina marga, jasa konstruksi, cipta karya,
tata ruang dan pertanahan berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 26

Ruang dalamDinas Pekeijaan Umum dan Tata
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten

di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga,
cipta karya, jasa konstruksi, tata ruang, dan
pertanahan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan
sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa
konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya,
jasa konstruksi, tata ruang, dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas
Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri
dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Kcuangan; dan
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3. Subbagian Program.
c. Bidang Pengelolaan Sumbcr Daya Air, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
dan

2. Seksi Pengelolaan dan Pcmcliharaan Sumber Daya
Air.

d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Bina Marga; dan
2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Bina Marga.

e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Cipta Karya; dan
2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Cipta Karya.

f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
1. Seksi Tata Ruang; dan
2. Seksi Pertanahan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekeijaan Umum dan Tata
Ruang dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan
Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Pekeijaan Umum dan
Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Pekeijaan Umum dan Tata
Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

LINGKUNGAN H1DUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 31
j

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam
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melaksanakan urusan Pcmerintahan Dacrah di bidang
keadministrasian, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, kebersihan, lingkungan hidup, persampahan
dan kehutanan berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.

Pasal 32

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten

di bidang perumahandan kawasan permukiman,
kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan
kehutanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum pemerintahan kabupaten di bidang perumahan
dan kawasan permukiman, kebersihan, lingkungan
hidup, persampahan dan kehutanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan ,
lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan;

d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU, terdiri
dari:
1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
2.Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

d. Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan,
terdiri dari:
1 . Seksi Kebersihan; dan
2. Seksi Pengendalian dan Pencemaran.

e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Penataan Lingkungan; dan
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

\
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Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan dibentuk sesuai kebutuhan
dan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana
tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana
Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum lainnya,
perlindungan masyarakat dan urusan pemadam kebakaran
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

*

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyelenggarakan
fungsi:

perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di
bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum
lainnya, perlindungan masyarakat dan urusan pemadam
kebakaran;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang ketenteraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

a.

b.
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produk hukum lainnya, perlindungan masyarakat dan
urusan pemadam kebakaran;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, produk hukum
lainnya, perlindungan masyarakat dan sub urusan
pemadam kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Satuan
Polisi Pamong Praja; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari :
a. Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat; dan
3. Seksi Perlindungan Masyarakat.

d. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan
Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Penegakan;
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Pencegahan;
2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, Sarana dan

Prasarana Informasi dan Pengolah Data; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan

Aparatur dan Dunia Usaha.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

«.

Pasal 40

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB XI
DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang keadministrasian, rehabilitasi dan perlindungan
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.

Pasal 43

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten

di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan
sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang rehabilitasi dan
perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial
dan penanganan fakir miskin;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas
Sosial; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

i

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dan :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan
Sosial, terdiri dari:
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1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan
Bencana; dan

2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin, terdiri dark
1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan;

dan
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD).
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dibentuk sesuai
kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Sosialsebagaimana
tercantum pada Lampiran IX dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB XII
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN

PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah ,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
keadministrasian, bidang ketersediaan dan distribusi
pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan,
prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang perikanan,
bidang tanaman pangan dan holtikultura, bidang
perkebunan dan bidang petemakan dan kesehatan
hewan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
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Pasal 49

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintahan

Kabupaten di bidang pangan, bidang pertanian dan
bidang perikanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pangan, bidang pertanian dan
bidang perikanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan,
bidang pertanian dan bidang perikanan;

d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47, terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri
dari :
1. Seksi Penyuluhan; dan
2. Seksi Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.

d. Bidang Ketersediaan Distribusi, Konsumsi dan
Keamanan Pangan terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan

Pangan; dan
2. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan

Keamanan Pangan.
e. Bidang Perikanan, terdiri dari:

1. Seksi Perikanan Tangkap; dan
2. Seksi Perikanan Budidaya.

f. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri
dari:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.

g. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
1.Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.

h. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan, terdiri
dari:
1. Seksi Pembibitan, Produksi dan Pemasaran; dan
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
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i. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPPK) .
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan dibentuk sesuai kebutuhan
dan kemampuan Daerah yang diatur lebih Ianjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 52

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur lebih Ianjut
dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum
pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN S1PIL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten

di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang
pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan
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informasi administrasi kependudukan dan bidang
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,
bidang pelayanan pencatatan sipil ,bidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan bidang
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan
pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan bidang pemanfaatan
data dan inovasi pelayanan;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketataJaksanaan,
kepegawaian , perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53,
terdiri dark
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
2.Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status

Anak dan Pewarganegaraan.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan; dan
2. Seksi Keijasama dan Inovasi Pelayanan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dibentuk sesuai kebutuhan dan
kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Dlplndai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Pasal 58

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural dt lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 dan Pasal 55 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERL1NDUNGAN

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan anak dan
Kcluarga Bercncana adalah merupakan unsur pelaksana
Otonomi Dacrah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan
Keluarga Bercncana mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang
penggerakan, keluarga bercncana. ketahanan dan
kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi daerah
dan tugas pembantuan.

pengendalian penduduk. penyuluhan,

Pasal 61

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan
Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di

bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan
dan penggerakan. keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pengendalian penduduk. penyuluhan dan penggerakan.

dimaksud Pasal 60,dalam
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keluarga bercncana, pcmberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

d. pengelolaan administrasi
ketatausahaan,
kepegawaian, perencanaan dan pclaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang dibcrikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

umum di bidang
kcunngan, kctataiaksanaan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
2. Seksi Penyuluhan.

d. Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
1. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga; dan
2. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk
sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
Dinas Pemberdayaan

dan Keluargastruktural di lingkungan
Perempuan, Perlindungan Anak
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan
Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Pengendalian
Keluarga Berencana sebagaimana tcrcantum pada

Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penduduk dan

BAB XV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
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Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 65

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah
merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 66

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang keadministrasian ,
pemberdayaan masyarakat, penataan, kerjasama dan
administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 67

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di

bidang pemberdayaan masyarakat, penataan, ketjasama
dan administrasi pemerintahan desa serta
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pemberdayaan masyarakat, penataan,
keijasama dan administrasi pemerintahan desa serta
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pemberdayaan masyarakat, penataan, keijasama dan
administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2.Subbagian Program dan Keuangan.
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c. Bidang Pcmbcrdnyaan Masyarakat, tcnliri dari:
a. Scksi Pengcmbangan Kesejahternan Masyarakat; dan
b. Scksi Pengcmbangan Ekonomi Masyarakat.

d. Bidang Pcnatnnn, Kerjasama dan Administrasi
Pemcrintahan Dcsa , terdiri dari:

1. Scksi Pcmbinaan Administrasi Pemcrintahan dan
Penataan Dcsa; dan

2. Scksi Fasilitasi Kerjasama Antar Dcsa.
e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

terdiri dari;
1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat; dan
2. Seksi Masyarakat Hukum Adat.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan
Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 70

(1) masing-masing jabatan struktural di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desasebagaimana tercantum pada Lampiran XIII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 71

Dinas Perilubungan merupakan unsur pelaksana
Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah di bidang administrasi perhubungan, sarana
prasarana perhubungan dan analisis dampak lalu lintas
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
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Pasal 73

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten

di bidang perhubungan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang perhubungan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perhubungan;
d. pengelolaan administrasi

ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

72.

umum di bidang
ketatalaksanaan,

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
1. Seksi Lalu Lintas; dan
2.Seksi Angkutan dan Pengujian Sarana.

d. Bidang Prasarana. terdiri dari:
1.Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

dan
2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.

e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi

Perhubungan: dan
2. Seksi Keselamatan Transportasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dibentuk
sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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(2) Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB XVII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 77

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan informasi,
komunikasi publik, statistik, penyelenggaraan e-
govemment, pengelolaan sumber daya, keamanan
informasi dan persandian berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di

bidang komunikasi dan informatika, statistik serta
persandian;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang komunikasi dan informatika,
statistik serta persandian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
komunikasi dan informatika, statistik serta
persandian;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
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2. Subbagian Program dan Keuangan.
c. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik

dan Statistik, terdiri dari:
1 , Scksi Optni dan Informasi Publik; dan
2. Seksi Hubungan Media dan Statistik.

d. Bidang Penyelenggaraan e-Govcrnment, terdiri
dari:
1.Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-

Govemment.
e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan

Informasi dan Persandian, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan

Publik; dan
2.Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan
Informatika dibentuk sesuai kebutuhan dan
kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 82

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 dan Pasal 79 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana tercantum pada
Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan
unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 84

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
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Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan dan
bidang perindustrian berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 85

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten

di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang perdagangan dan
bidang perindustrian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perdagangan dan bidang perindustrian;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan
Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83,
terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan

c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1.Seksi Pengavvasan Perizinan Perdagangan dan

Stabilitasi Harga; dan
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.

d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dibentuk sesuai kebutuhan dan
kemampuan Daerah yang diatur lebih tanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 88

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Dinas Perdagangan dan
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Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 dan Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Perdagangan dan
Perindustrian sebagaimana tercantum pada
Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN

USAHA KEC1L DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan , Tugas dan Fungsi

Pasal 89

Dinas Ketenagakeijaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Dinas Ketenagakeijaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang Ketenagakeijaan, Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.

Pasal 91

Dinas Ketenagakeijaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah

Kabupaten di bidang tenaga keija dan bidang
koperasi dan usaha kecil dan menengah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang tenaga keija dan
bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
tenaga keija dan bidang koperasi dan usaha kecil
dan menengah;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
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Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakeijaan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, terdiri dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Ketenagakeijaan, terdiri dari:
1. Seksi Ketenagakeijaan; dan
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; dan
2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakeijaan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk
sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing
jabatan struktural di lingkungan Dinas
Ketenagakeijaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 dan Pasal 91 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Ketenagakeijaan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

BAB XX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 95

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 96

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 97

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah

Kabupaten di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

96,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 98

a. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, terdiri
dari:
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

l .Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2.Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal.
d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi

Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.
e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha

dan Fasilitasi Daerah, terdiri dari:
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1. Scksi Pclayanan Pcrizinan Usaha dan Non
Usaha;

2. Scksi Pclayanan Pcrizinan Fasilitasi Dacrah.
f. Bidang Pcngaduan, Kcbijakan dan Pelaporan

Layanan, tcrdiri dari:
1. Scksi Pclayanan Pcngaduan Masyarakat dan

Pcnyuluhan;
2.Seksi Pclayanan Pcndataan, Evaluasi dan

Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

(1) Untuk meningkatkan kualitas pclayanan
perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit
pelayanan terpadu satu pintu Daerah
Kabupaten yang melekat pada Dinas
Penanaman Modal.

(2) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan
dan nonperizinan kepada unit pelayanan
terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ex-offisio
menjadi Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

(4) Dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada
bidang yang menyelenggarakan pelayanan
terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis
sesuai kebutuhan.

Pasal 100

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing
jabatan struktural dan jabatan fungsional di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
tercantum pada Lampiran XV1I1 dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XXI
DINAS PARIW1SATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA

DAN OLAHRAGA
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Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 101

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 102

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah di bidang pariwisata, bidang kebudayaan
dan bidang pemuda dan olahraga berdasarkan
azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 103

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102, menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah

Kabupaten di bidang pariwisata, bidang
kebudayaan dan bidang kepemudaan dan
olahraga;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang bidang pariwisata,
bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan
dan olahraga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang
kepemudaan dan olahraga;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 104

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101, terdiri dari:
1. Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program.

3. Bidang Ekonomi Kreatif, Pemasaran dan
Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari:
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1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan
Ekonomi Kreatif, Akses Permodalan, Fasilitasi
HKI; dan

2. Seksi Pemasaran dan Pengembangan
Kelembagaan Pariwisata.

4. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha
Pariwisata, terdiri dark
1, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

dan
2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.

5. Bidang Pemajuan Kebudayaan, terdiri dark
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dark
1. Seksi Kepemudaan; dan
2. Seksi Keolahragaan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing
jabatan struktural di lingkungan Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 dan Pasal 103 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXII
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 106

Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur
pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan
Arsip berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
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Pasal 108

Dinas Pcrpustakaan dan Arsip dalam
mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pcmerintah

Kabupatcn di bidang Perpustakaan dan Arsip;
b. pcnyclenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang Perpustakaan dan
Arsip;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
Perpustakaan dan Arsip;

d. pcngelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegavvaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 109

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106,
terdiri dari:
1. Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program dan Keuangan.

3. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
a. Seksi Pengolahan , Layanan, dan Pelestarian

Bahan Perpustakaan; dan
b. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca.
4. Bidang Arsip, terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
dan

b.Seksi Pengelolaan Arsip.
5. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 110

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing
jabatan struktural di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip
sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB XXIII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 111

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah merupakan unsur
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
penyelenggaraan pembangunan, dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik di bidang perencanaan,
pengendalian, evaluasi pembangunan daerah,
pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian,
sosial dan budaya, sarana infrastruktur,
pengembangan wilayah serta penelitian dan
pengembangan.

Pasal 113

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112,
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pemerintah

kabupaten di bidang perencanaan,
pengendalian, evaluasi pembangunan daerah,
pemerintahan,
perekonomian, sosial dan budaya, sarana
infrastruktur, pengembangan wilayah serta
penelitian dan pengembangan;

b. pengoordinasian penyusunan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

c. penyusunan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

d. pelaksanaan tugas dan kewenangan
pemerintahan daerah di bidang Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

pembangunan SDM,

Perencanaanprogram

a
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e. pcmbinaan dan pclaksanaan tugas-tugas di
bidang Percncanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dacrah;

f. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, kctatalaksanaan,
kepegawaian, Percncanaan Pembangunan ,
Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 114

(1) Susunan Organisasi Badan Percncanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
111, terdiri dari :
a. Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
l. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

dan
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Data

dan Pelaporan.
d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan

Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur
dan Kewilayahan, terdiri dari:
1.Sub Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia; dan
2. Sub Bidang Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan Kewilayahan.
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri

dari:
l . Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan

Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing
jabatan struktural di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud
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clalam Pasal 112 clan Pasal 113 diatur lcbih
lanjut dcngan Pcraturan Dupati.

(2) Bagan organisasi Badan Pcrcneannan
Pembangunan , Pcnclitian dan Pcngcmbangan
Daerah scbagaimana tercantnm pada Lampiran
XXI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan.

BAB XXIV
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 116

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pcndapatan
Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan, pendapatan dan aset daerah, dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 117

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,
akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset
daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.

Pasal 118

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117, menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah

Kabupaten di bidang anggaran, perbendaharaan
dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan,
pendapatan dan aset daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
dan pelayanan umum di bidang anggaran,
perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan
pelaporan , pendapatan dan aset daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,
akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset
daerah;

d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,
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akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset
daerah;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelayanan administrasi di bidang
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah ,
akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset
daerah;

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan di bidang
anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,
akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan aset
daerah;

g. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 119

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116, terdiri dari :
a. Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2.Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri
dari:
l.Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;

dan
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran Daerah.

d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Kas Daerah; dan
2. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah.

e. Bidang Akuntasi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;

dan
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.

f. Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan Daerah; dan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah.
g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri

dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Pemungutan Pajak

dan Retribusi Daerah; dan
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2. Sub Bidang Pendaftaran, Penilaian dan
Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri
dari:
l. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan

Barang Milik Daerah; dan
2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan

dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah membawahi Sekretariat,
Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 120

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada
Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXV
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 121

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia merupakan unsur penunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dari pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan dan
kesejahteraan, pengadaan, pemberhentian dan
pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi,
penilaian kinetja dan penghargaan Aparatur Sipil
Negara.
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Pasal 123

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten

di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
yang mencakup pengadaan, pemberhentian dan
pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi,
penilaian kineija dan penghargaan Aparatur Sipil
Negara;

b. pengoordinasian tugas dan fungsi pemerintah
daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

c. pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

d. pengelolaan administrasi umum di bidang
ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 124

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
ManusiaSumberPengembangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, terdiri
dari :

Daya

a. Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

dan
2. Sub Bidang Data dan Informasi.

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan; dan
2. Sub Bidang Pengembangan Karir dan

Promosi.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur,

terdiri dari:
1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi; dan
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

f. Kelompok jabatan fungsional.
(2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia membawahi Sekretariat,
Bidang,dan Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 125

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 126

(1) BPBD merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang
menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin
Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris
Daerah.

Pasal 127

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan
rekonstruksi berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan.

Pasal 128

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana;
b. pengkoordinasian

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
dan menyeluruh;

c. pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah;

pelaksanaan kegiatan
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d. pengelolaan administrasi umum bidang ketatausahaan,
keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 129

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dan :
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BPBD.

(3) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), dijabat oleh Kepala BPBD.

(4) Unsur Pelaksana terdiri dari :
a.Kepala Pelaksana;
b.Secretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
1.Sub Bidang Mitigasi Bencana; dan
2.Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini.

d.Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
1.Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
2.Sub Bidang Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
l.Sub Bidang Rehabilitasi; dan
2.Sub Bidang Rekonstruksi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

membawahi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan
struktural di lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 dan Pasal 128 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(2) Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB XXVII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIT1K

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
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Pasal 131

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mcrupakan unsur
pcnunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sckrctaris Dacrah.

Pasal 132

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dari
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.

Pasal 133

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pemerintahan

Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina
ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik
dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan
nasional, organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial
budaya dan penanganan konflik;

b. pembinaan dan pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan
kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri,
kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, organisasi
kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan
penanganan konflik;

c. pengoordinasian tugas dan fungsi pemerintah daerah di
bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi,
wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam
negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional,
organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan
penanganan konflik;

d. pengelolaan administrasi umum bidang ketatausahaan,
keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

132,

Bagian Kcdua
Susunan Organisasi

Pasal 134

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, terdiri dari:
a. Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari:
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1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa, terdiri dari:
l. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

dan
2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

d. Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan
Nasional, terdiri dari:
1.Sub Bidang Partai Politik; dan
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.

e. Bidang Ketahanan Nasional dan Organisasi
Kemasyarakatan, terdiri dari:
l. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

dan
2.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi

Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 135

(1) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB XXVIII
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 136

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu , dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 137

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di bidang
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta
peningkatan pendapatan masyarakat.
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(2) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

Perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan

pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan

kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

kegiatanpenyelenggaraan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 139

(1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 136, terdiri dari:
a. Camat.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program; dan
2. Subbagian Umum.

c. Seksi Tata Pemerintahan.
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 140

(1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di lingkungan
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
ayat (1) dan Pasal 138 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum
pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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Pasal 141

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
tenaga fungsional sesuai dengan keahliannya.

(3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
keija.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX
ESELON1SASI

Pasal 142

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan
Struktural Eselon Il.a atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural
Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon
Il.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon
Il.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(5) lnspekturmerupakan jabatan struktural Eselon Il.b atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(6) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja merupakan jabatan struktural eselon Il.b atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(7) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu,
Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat
merupakan jabatan struktur eselon IH.a atau jabatan
administrator.

(8) Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris
Kecamatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
kelas D merupakan jabatan struktural eselon IH.b atau
jabatan administrator.

(9) Kepala Subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat
DPRD, Inspektorat Daerah, dinas dan badan, kepala seksi
pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan, Kepala
Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau
jabatan pengawas.

(10) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas
B, kepala Subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan
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badan kelas A, kcpala Subbagian pada kecamatan , kepala
subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah
Kelas D merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan
pengawas.

(11) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang
berbcntuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan
fungsional guru atau pamong Ijelajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Kepala unit pelaksana teknis yang berbcntuk pusat
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional
tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB XXXI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 143

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan Gubemur
atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih
dahulu dibahas oleh Tim Penilai Kineija;

(2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas oleh Tim
Penilai Kineija;

(3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Inspektur
Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi
persyaratan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibahas
oleh Tim Penilai Kineija;

(4) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu,
sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian,
Camat, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian , Kepala Seksi,
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih
dahulu melalui pembahasan oleh Tim Penilai Kineija.

Pasal 144

Jenjang kepangkatan, jabatan dan kepegawaian dalam
pengisian pada struktur organisasi dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XXXII
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Pasal 145

(1) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah / LFnit Organisasi
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
simplikasi, akuntabilitas dan sinkronisasi baik intern
maupun antar satuan ketja/ unit organisasi lainnya
sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.

(2 ) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Organisasi,
wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan
terhadap bawahannya masing-masing.

(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna,
dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya,
masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan
mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat di
bawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD

DAN INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 146

(1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Asisten
melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Daerah, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Apabila Asisten berhalangan melaksanakan tugasnya
karena sesuatu hal, maka Asisten Sekretaris Daerah
menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan
untuk melaksanakan tugas Asisten.

(3) Apabila Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala
Subbagian berhalangan dalam melaksanakan tugasnya
karena sesuatu hal, Sekretaris Daerah menghunjuk
pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian
atau Kepala Subbagian.

Pasal 147

(1) Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris
melaksanakan tugas-tugas Inspektur Daerah, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Apabila Sekretaris Inspektorat Daerah berhalangan
melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka
Inspektur Daerah menghunjuk pejabat yang telah
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas
Sekretaris Inspektorat Daerah.
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(3) Apabila Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian
berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena
sesuatu hal, Inspektur Daerah menghunjuk pejabat
yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian.

Bagian Kecmpat
DINAS DAERAH

Pasal 148

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan
tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas
menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan
untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas.

(3) Apabila Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugasnya
karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat
yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi.

Bagian Kelima
BADAN DAERAH

Pasal 149

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris
melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan
tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan
menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan
untuk melaksanakan tugas Sekretaris Badan.

(3) Apabila Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Sub Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya
karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk pejabat
yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub
Bidang.

Bagian Ketujuh
KECAMATAN

Pasal 150

(1) Dalam hal Camat berhalangan dalam melaksanakan
tugas karena sesuatu hal, Sekretaris Kecamatan
melaksanakan tugas-tugas Camat, sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Apnbiln Sckrctnris
melnksannkan tugasnya karena sesuatu hat , maka
Gamut menghunjuk pcjabat yang tclah mcmcnuhi
pcrsyaralan untuk mclaksanakan tugas Sekrctaris
Kecamatan.

Keenmatan berhalangan

(3) Apabila Kcpnla Scksi dan Kcpala Subbagian
berhalangan dalam melnksannkan tugasnya karena
sesuatu hat , Camat menghunjuk pcjabat yang tclah
mcmcnuhi persyarntan untuk mclaksanakan tugas
Kcpala Scksi dan Kcpala Subbagian.

BAB XXXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

(1) Pada saat diberlakukannya Pcraturan Bupati ini,
Pejabat dan Staf yang sudah ada tetap mclaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat dan
staf yang baru berdasarkan Pcraturan Bupati ini.

(2) Dengan ditetapkannya Pejabat dan Staf yang baru
berdasarkan Peraturan Bupati ini, Perangkat
Daerah /Unit Kerja yang mengalami pemekaran,
pemisahan maupun penggabungan, agar melakukan
penyesuaian terhadap barang inventaris sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Ketja
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BAB XXXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

(1) Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Keija
Organisasi Perangkat Daerah akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
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penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias
Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd .

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUI^UM,

HEPOTG SAMITRO GULO, SH.. MM
PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001

}
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE C

LAMPIRAN It : PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KEPJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARATSckxetaris DPRD

Kelompok Jahalan
FungsionEt]

Bagian Faailitasi Penganggaran
dan Pengawasan

Bagian Perundang*Undangan dan
Peraidangan

Bagian Administrasi K«ekretariatan

Sub Bagian Tala Usaha dan
Keh umasan

Sub Bagian Program dan
keuangan

Sub Bagian Kajian Hukum dan
Perundang-U ndangan

Sub Bagian PenveknggarHcm
Pengaivaxan

Sub Bagian Persidangan dan
Risalah Sub Bagian Penganggaran

BUPAT] NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGAN1SASI
INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE B

LAMP1RAN 111: PERATURAN BUPATI MAS DARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : IB MET 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSL'NAN GRGAMSASI

DAN" TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARATInspektux Daerah

Ktlompok Jabatan Fungmional SekfrtarU

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Sub Bagiaxt Program dan
Keuangan

Impektur Pcmbantu Wdayah I Inspektur Pembantm W11ayah It Iiupcfctui Pcmbantu Wdayah III

Jabatan Fungsional Auditor Jabatan Fungs ionaJ P2UPD Jabatan Fungsjonal Auditor Jabatan Fungsional P2UPD Jabatan Fungsional Auditor Jabatan Fungsional P2UPD

BUPATI NIAS BARAT,

ttd +

KHENGKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGAN!SASI
DINAS PENDIDIKAN KABUFATEN NIAS BARAT

TIPE A

LAMPIRAN IV: PERATURAN DUPATI NIAS BARAT
25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 ME! 2022
TENTANG : KEDUPUKAN, SUSUNAN ORGANISES!

DAN TATA KERJA PERANGKAT DABRAH
KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR

Kcpala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional Sckretaxis

Sub Bagian Umum dan
Kepcgawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Program

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Ketenagaan

Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Anak Usia

Dini dan PNF

Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal

Seksi Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Dasar

Seksi Kurikulum Pendidikan PAUD
dan PNF

Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Pendidikan

Dasar

Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Peserta Didik, Pembangunan
Karakter PAUD dan PNF

UPTD

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAM PIRAN V: PERATURAN DUPATI NIAS BARAT
NOMGR : 25 TABUN 2022
TANGGAL : 16 MEf 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANI3ASI

DAN TATA KEPJA RERAN GKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE A

Kcpala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional StkrcUiU

Sub Bagjan Umurn dan
Kepegawaian

Sub Bagian ProgramSub Bag]an Keuangan

Bidang Sumter Daya
Kesehatan

Bidang Pencegahan dan
Pengendahan Penyakit

Bidang Pelayanan KesehatanBidang Kesehatan Masyarakat

Seksi Pelayanan Kesehatan Pnmer,
Rujukan dan Tradistonal

Seksi Kefarmasian* Alat
Kesehatan dan PKRTSeksi Suveilans dan Imam&asiSelcsi Kesehatar. dan GLZI Masyarakat

Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular, Penyakit Tidak

Men alar dan Kesehatan Jiwa

Seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Seksi Fasihtas, Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan

Seksi Promos] dan Pemberdayaan
Masyarakat

BUPATl NIAS BARAT,
UPTD

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE A

LAM PI RAN VI: PERATURAN BUPAT1 NIAS DARAT
NOMOR : 25 TAKUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NIAS DARAT
Kcpala Dinas

Kclompok Jabatan
Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Uraum dan
Kepcgawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Pregram

UidangTata Ruangdan
PertanahanBulang Bina Maiga Bidang Cipia Kary&Bidang Pengclolaan Sumber Daya Air

Stksi Perencanaan Pengclolaan
Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Cipta Karya Seksi Tata HuangScksi Pcrencanaan Bina Marga

Seksi Pengclolaan dan Pcnicbharaan
Cipta Karya

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan
Bina Marga

Seksi Pen&etolaan dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air

Seksi Pertanahan

BUPATI NIAS DARAT,

tt(L

K1IBNUKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS FERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPEB

LAM PI RAN VII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR * 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDJKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARATKepaia Dinas

Kelompok Jabatan
Pungsional

Sekretarls

Sub Bagian Program dan
Keuang&n

Sub Bagian Uinum dan
Kepegawaian

Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan

Bidang Kebersihan dan Pengendalian
Lingkungan

Bidang Perumahan, Permukunan
dan PSU

:
Seksi Peningkaian Kapasitas

Lingkungan
Seksi Pengendalian dan

Pencemaran
Seksi Prasarana, Sarana dan

Utilitas UiKum (PSU)
Seksi Perumahaji dan Kauasan

Permukirnan
Seksi Penataan LingkunganSeksi Kebersihan

BUPATI NIAS BARAT,

ttd*

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NIAS BARAT

TIPEB

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPAT1 NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAl : 18 MEI 2022
TENTANO : KEDUDUKAN.SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Satiun Polls!
Pamong Praja

Kelompok Jabatan Fungsional Sekietarls

Sub Bagian Program dan
KeuanganSub B&gian Umum dan Kepegawaian

Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-
undangan Daerah

Bidang Pemadam KebakaranBidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemadaman Kebakaran dan
PencegahanSeksi PenegakkanSeks] Operasi dan Pengendalian

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, Sarana
dan Prasarana Informasi dan Pengolah

Data
Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat
Seksi Hubungan An tar Lembaga

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur*

Pemberdayaan Aparatur dan Dunia UsahaSeksi Bimbingan dan PenyuluhanSeksi Perlindungan Masyarakat

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScarmer

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS BARAT

TIPEB

LAMinRAN IX: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 ME] 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANC.KAT DAERAH

KABUPATEN NIAS BARATKepala Dinas

Kclompok Jabatan
Fungsional Sekretaris

Sub Bagian Program dan
Keuangan

Sub Bagian Umum dan
Kepcgawaian

Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan
dan Jaminan Sosial

1
Seksi Pemberdayaan Sosial dan

Kelembagaan
Seksi Rehabibtasi Sosial dan

Penanganan Bencana
Seksi Penanganan Fakir MiskinSeksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

BUPATI NIAS I3ARAT,

ttcL

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGAN1SASI
DINAS KETAHANAN PAN GAN, PERTANIAN DAN PERIKAN AN

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A

LAMPJKAN X l-f̂ ATUK'AN tWPATI NIAS PAKAT
35 TAIMJN 20U

TANOGAL I* MM jOZl

TRNTANfj KEDUDUKAN, SUSUNAN OPGANrSAiq

DAN TATA KEkJA FiKANGKAT DAIRAH
KASUPATtM NIAS IIAKAT

NOMOP

Krp«l4 DIDM

Ktior.̂ Jdtmikn tNinfimwl flfkntirii

S'jb Eiagî n Ummn fi- ti Sub liJMtMN km tnn-in Sub PnjRiBm

1
Ftta-utkjin (Un Kr*cbnian

[HI Arif, Kr'IUnlLiftlL l utrluii,
K^r.iuirn i.lan Keumit^n PangAU

Unbind TarmniiUi Pv^ ir dan
MoltikuKurnDylans tViMiwid, S»>irui dan

IVnj-uluhjm
Ltalurift f ^crkrliufiAIlR idling fcnkanan

Sek»i FVmb'btiVj, PnxJuktt dan
KrfTiAiinu ,Srlcii krtr-rtoliuin DiMn^jii rtan

Kmumnn I'bii^ui
Srku Ivrbrutliiin dan Itriiudung -inSclwi Perljcriluin dan fcrhndungan —Srksi iVnkinBii Tnri^kttpFfHn

Srktt tochaui] llcwui dun
Kr*mavct

Prkm PmdukAi, Peiiflotcihuri d«n
fVjiifiwrfln

Sckii [Yorlukm, PcngoJahan d < »n
Pcmanarun

Srku KtTTiium*:, r^nf(,irv:kjini|imrm
dan Knamaruin Pangait

SVJtt; Priwniu dan Santr.A Proiult»
IVrtaiiuvi

Srkm Pfnbriaii BudhJayti

UPTD

BUPATI NIAS J3AKAT,

lid .

KHKNOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScarmef

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE A

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATt NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 ME! 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARATKepala Dinas

Kelompok Jabatan
Tungsloni] Sekretaris

Sub ESagian
Keuangan

Sub Bagian Umura
dan Keptgawaian

Sub Bagian Program

Bid ing Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data
Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Seksi Pengelolaan Sistem Informasi
Admimstrasi KependudukanSeksi Kclahiran dan KematianSeksi Identitas Pcnduduk

Seksi Pcrkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan

Seksi Kerjaaama dan Inovasi
Pdayonan

Seksi Pmdah Datang dan Pendataan
Pcnduduk

BUPATI NIAS BARAT,

ltd.

KHENOK! WARUWU

Dipindai dengan CamScarmer

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B

LAMPfRAN XII: PERATURAN BUPATI NIAS DA RAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARATKepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris

Sub Dagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Program dan Keuangan

Bidang Keluarga Beiencana, Femberdayaan
Perempuan d.ui Ferlind ungan Anak

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Seksi KtTuarga Berencana,
Kctahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan AnakSeksi PenyuluhanSeksi Advokast dan Penggerakan

UPTD

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHBNOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScannef

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI NIAS DARAT
25 TAHUN 2022
18 MEI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ
DAN TATA KERJA PERANOKAT DAERAf
KABURATEN NIAS BARAT

NOMOR
TANGGAL

Kepala Dinas

Kelompok Jabalan
Fungstonal Sekretaris

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Sub Bagian IVogram dan
Keuangan

Bidang Penataan, Keijasama dan
Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

I
Seksi Pembinaan

Administxasi Pemerintahan
dan Penataan Desa

Seksi Fasilitasi Kerjasama
Antar Desa

Seksi Masyarakat Hukum
Adat

Seksi Lembaga
Kemasyarakatan dan Adat

Seksi Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Seksi Pengembangan
Kesejahteraan Masyarakat

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKl WARUWU

Dipindai dengan CamScanr>ef

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE B

LAMPIRAN XIV PERATURAN HUPATI MAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 ME1 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARATKcpala Dinas

Kelompok Jabatan
Fungstonal Sekrctana

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Sub Oagian Program dan
Keuangan

Bidang Pengembangan dan
Keselamatan

Bidang Lalu Limas dan Angkutan Bidang Prasarana

Seksi Angkutan dan Pengujian
Sarana

Seksi Pereneanaan dan
Pernbangunan Prasarana

Seksi Pengoperasian dan
Perawatan Prasarana

Seksi Pemaduan Moda dan
Teknologi Perhubungan Seksi Keselamatan TransportasiSeksi Lain Lintas

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScarmer

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT

TIPEB

LA M Pi RA N XV: PERATURAN BUPATI NJAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 ME! 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAI-
KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Dinas

Kelompok Jabatan
Fungsional

Sekretaris

I
Sub Bagian Progam dan

Keuangan
Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Bidang Pengetotaan Sumber Daya, Keamanan
lnformasi dan Persandian

Bidang Pengelolaan Infcrmasi, Komunikasi
Pubhk dan Statistik Bidang Penyelenggaraan e-Government

Seksi Keamanan lnformasi
dan Persandian

Seksi Pengembangan Aplikasi
dan Tata Kelola e-Govemment

Seksi Pengelolaan Sumbcr
Daya dan Layanart Publik

Seksi Infrastruktur dan
Teknologi

Seksi Hubungan Media dan
Statistik

Seksi Opini dan lnformasi
Publik

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


MMPiRAN XVI PERATLRAN BUPAT1 MAS H ^ RAT
NOMOR 23 TAHUN 2022
TANGOAL 19 MET 2022
TENTANG KED1'DHKAN. SUSUNAN ORGAMSAJ53

DAN TATA KF.RJA PERANCKAT DAE RAH
KAUL'PATEN NIA * EIARAT

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B

KrpiU Dlmi

KHompok J*l man
Pung«ion»1 S*kr*?*n»

Sub tlvrtn Iho^r ^ ni c!*n
Kmangftn

Sub t Jiriuni din
Krpffnrtdin

TVttrtdutliiiii

I
Vm tVtTilMt^'Jhin Suint^t [)«/ i

Uiduitii
> k » i Saiiarui ilan II ***:*'**iVkut fVuuii# ri

ii*n SlAt*ht**j liafRii
:> k » i [imiri4 (t«ii pt«**j *n« lu- luim

HUP ATI MAS flAKAT,

ltd.

KIIKNOKI U APLTAU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAMPIRAN XVtl: PERATURAN BUPAT1 NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 ME1 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

BAGAN ORGANISASl
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B

Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

1
Subbagian Umum dan

Kepegawaian
Subbagian Program dan

Keuanga

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
MenengahBidang Ketenagakerjaan

Seksi Pemberdayaan dan
PengembanganSeksi Kelembagaan dan PengawasanSeksi Pendidikan dan PelatihanSeksi Ketenagakerjaan

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGAN1SASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NIAS BARAT

LAMJ’IKAN XVIII: PF.RATURAN HUPAT1 NIAS KARAT
NOMOK : 2P TAIIUN 2022
TANGCt AI. ; 1ft MKI 2022
TKNTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN OROANISASI

DAN TATA KERJA PJIRANGKAT DAERAH
KAHUI’ATEN NIAS KARAT

Kcpala Dinas

Ktlompok Jubatao
Pungslonal Sekrctarls

Subbagian Umum
dan Kepegawaian

Subbag,an Program
dan Keuangan

Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan

Promosi Penanaman
Modal

Bidang Pelayanan
Perizinan Usaha, Non
Usaha dan Fasilitasi

Daerail

Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan

Pelaporan Layanan

Bidang Pengendalian
dan Sistem Informasi

Penanaman Modal

Seksi Pelayanan
Pengadnan

Masyarakat dan
Penyuluhan

Seksi Pengawasan
Penanaman Modal

Seksi Pelayanan
Penzinan Usaha dan

Non Usaha

Seksi Perencanaan
Penanaman Modal

Seksi Pengembangan
Ikltm dan Promosi
Penanaman Modal

Seksi Pemtunaan dan
Sistem Infbrmasi

Penanaman Modal

Seksi Pelayanan
Perizinan Fasihtasi

Daerah

Seksi Pelayanan
Pendataan, Evaluasi

dan Pelaporan

BUPATI NIAS BARAT,

UPTD

ttd-

KHENOKI WARUWU

:

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE A

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

Kcpala Dinas

Kelompok Jabatan
Fungsional Sekrctarla

Subbagian Umurn dan
Kepegawaian Subbagian Kcuangan Subbagian Program

Bidang Ekononii Kreatif, Pemasaran
dan Kelemtagaan Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan
Usaha Pariwisata Bidang Pemuda dan OlahragaBidang Pemajuan Kcbudayaan

Seksi Riset, Edukasi , Pengembangan
Ekononii Kreatif, Akses Permodalan,

Fasilitasi HK1

Seksi Pengembangan De&tinasi
Pariwisata

Seksi Cagar Budaya dan
Permuseuman Seksi Kepermidaan

Seksi Pengembangan Usaha
Pariwisata

Seksi Pemasaran dan Pengembangan
Kelembagaan Pariwisata Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian Seksi Keolahragaan

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai denqan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN NIAS BARAT

TIPEC

LAMPIRAN XX ; PERATURAN BUPATl NFAS BARAT
NOMOR : 25 TAIIUN 2022

TANGGAL : 18 ME! 2022
TENTANG : KEDU11UKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAEKAH KABUPATEN NIAS BARAT

Kcpala Dinas

Kclompok Jabatan
Fungaional

Sekrctram

1
Subbagian Program

dan Keuangan
Subbagian Umum
dan Kepcgawaian

Bidang ArsipBidang Pcrpustakaan

Scksi Pt-ngcmbangan
Perpustakaan dan

Pcmbudayaan Kegcrnaran
Membaca

Sckai Pembinaan
dan Pcngawaaan

Kearsipan

Sckai Pengolahan, Layanan ,
dan Pctestarian Uahan

Pcrpuatakaan
Seksi Pengdolaan Araip

BUPATl NIAS BARAT,

ttd.

KHEN0K1 WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAMPIKAN XXI; PERATURAN BUPATl NJAS BARAT
NOMOR : 2STAHUN 2022

TANCGAL : 18 ME1 2022
TENTANG ; KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B

Kepaln Badan

Kelompok Jabruar.
Fung^ional

Subbagian Umiim dan
Kepegawaian Subhagian Program dan Keuangan

Bidang Pemerintahan, Pembangunan
Monusia, Perekonomian* SDA,
Infraatruktur dan Ken ilayahan

Biding Perencanaan, Pengendalian
can E^ aJuaai Pembangunan Daerah

Bidang Penftlitian dan
Pengembangan

Sub Bidang Femermtahan dan
Pembangunan Manus

Sub Bidang Perekonomiaru SDA,

Infraatruktur dan Kewilavahan
Sub Bidang Pembangunan,

Inovasi dan Teknolugi
Sub Bidang Perencanajui dan

Pendanaan
Sub Bidang Pengendrduui.

Evaluasi Data dan Pelaporan
Sub Bidang Soaial, Ekcnomi,

dan Pemerintahan

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanr>ef

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAMPIRAN XXII: PKRATUKAN RUPATI NIAS MARAT
NOMOK ; 25 TAlItJN 2U22
TANGOAL : |H MKI 2022
TENTANO : KEDUDUKAN, SUSMNAN QRQANISA8I

MAN TATA KERJA PEKANGKAT DAEKAIf
KALfUPATliN NIAS MAICAT

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

TIFE A

Kepfrla Badun

Kclomjxik Jahninn
Rungskmal Sckrciuris

Sublmgum Umuiu dan
Kepr-friwotan

Subbaghm KcUftngtm Subliugbm tYogiam

Midong. Ptrencanaan.
IVngcmbuugiiu. Pcngcndaliau dan

Evutuasi F’tndfipatan Darmh

Ftklung Pengekiaon llarang MUik
Duerah

Riding I'cir-ticaimriu Ajiggnruii
Dacmh

Ridang, I’cngrloloim Pt-rida|ialaii
Dacroh

Hklang Akuntasl djm Pclaporail
Keuangan DacraliMidong PerbciidaliArnan Dacruli

Sub Dkiting Ptngclolaun
Primiiiguum Pujuk dan Rclribusi

Darndi

Sub Bidang Akuntami
Keuangan Daerah

Sub Midang Ftercfictuiaan dan
IN^rtuiiifanUin Flaring MUik I Jarrah

Sub Midang rerenennanu Auggaran
Dacrali

Sub Midang Perencnnaan dan
TVngcmbangan JVmdapalan ParmhSub Hidling Kas Darndi

Sub Mitlnng FVngnmanrui,
PciriinduliEuiigrmnii dan

I'cmlausahoait Parang MUik
Daerah

Sub Rktang fViidanaran. Pcnilainn
dan Punetaittin Rijiikdan Ktrtribusi

Uacr.i
Sub Midang IVtigrndalum dan
Rvfiluasl Pfridu patan Dncrnh

Sub Mklang Pcla]joran Keuangan
Dncruh

Sub Midang IVt txiulnluuaan
Dnfiuh

Sub Midang IVngriKhdinn Auggaran
Darrali

BUPAT1 NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKT VVARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAMPIRAN XXIII : PERVTURAN BUPATI N1 ASBARAT
m\\OR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEJ 2022
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSUNAN 0RGAMIEAS1

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAK
KABUPATEN NIASBARAT

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN NIAS BARAT
TIPE B

Kepala Badan

Kelompok Jabatui
Fn n S«kietirlx

Subhagian Program dan KeuanganSubbagian Umum dan Keptgeuvaian

F>idang Rengadaan* Pemberhendan
dan Infomtasi

Bidang Pengembangan Kompetensi
AparaturBidang Mutaai dan FTomoai

I
Sub Bidang Mutaai dan

Kepangkataii
Sub Bidang Pengembangan Karir

dan Promosi
Sub Bidang Diktat Penjenjangan

dan SertiHkasi
Sub Bidang Pengembangan

Kompeten
Sub Bidang Pengadaan dan

Pemberbentian Sub Bidang Data dan hifonnasi

BUPATI NtAS BARAT.

ttd.

KHKNOR1 WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


HAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

TIPEB

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL 18 MEI 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Badan

I
Unsur Pelaksana

Unsur Pengarah
Kepala Pelaksana

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sub Bagian Program dan Keuangan

Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiapgaan

Bidang Kedaruratan dan
Logistik

Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

Sub Bidang Tanggap Darurat Sub Bidang Rehabilitasi

Sub Bidang Keslapsiagaan
dan Peringatan Dini Sub Bidang Rekonstruksi

BUPATI MAS BARAT.Kelompok Jabatan
Fungsional

ad.

KHENOKI W.ARUWU

Dlplndol dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAM PIRAN XX\ PERATURAN DUPATI NIAS BARAT
NOMOR : <23 TAI|UN 2022
TANOGAL : 1 H MM 2022
TKMTANQ : KEDUDRKAN, SUSUNAN OHGAN1SAS

DAN TATA KKRJA PERANOKAT DAERJ
KA1JUPATEN NIAS J1ARAT

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Badan

Kf|oiifc|pok JaLntun
Flingstonal

Sckretails

Sublet;lull Ptogiiiiu dan
Kriiangnn

Siibbugiun Uinum dan
Kcjicgawaifu i

Bidang Biim Ideologic Wawasan
Kchmigvian dan Karakter

ttangsa

Jiidnjig KetaJianan National don
Orgfinisasi Kcmasyanikatan

Didang Hina Polilik Onhim Ncgrii
dan KctVHspatbian National

Sub liidang Orgauisasi
Kcmasyarakalai i

Sub Didang Krtuluman Ekonotul,
SosiaJ dan Hudaya

Sub Didang Bilia Ulrolagi dan
Wawasnn KrhajigHf.mil

Sub Didang Peru hinaan Karakirr
Bangsa Sub Didang Kcwaspudiiiiii NnsionoJSub Didang Portal Pol ink

BUPATI NIAS BARAT,

ttd >

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


LAMPIRAN XXVI FERATLRAN BL'FATl NL\S BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2222
TANGGAL : IS \!E1 2022
TESTANG : KEDLTDLKAN, SUSUXAN CRGANISASI

DAN TATA KERJA PCRAKGKAT DAER\H
KA3UPATEN NIAS BARA?

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN NIAS BARAT

TIPE A

Cunat

Stkrctans

Subbagian UmusiSubbagtart Program

Scksi Pemberdayaan Magyarakat
Dtsa/Kdurahan Ŝ ksi Kcameraman dan Ketcmban UmumS«ka; Tata Pcznemzahan

BUPATI NIAS BARAT,

ttd .

KHENOKI WARUWU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

